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DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kcbudayaan Nomoar 264/U71959 tanggal 13 Oktober 1999
telah ditetapkan Kegjasama Perguruan Tinggi di Indonesia
dengan Perguman Tinggi/Lembaga lain di luar negen;

bahwa berhubung dengan tnitir a di atas periu ditetapkan
Pounjuk Pelaksanzan Kerjasama Perguruan Tinggi di

Indonesia dengan Perguman Tinggi/lemhaga lain di huar
negeri;

Undang-undang Nomor 2 Tahna 1989,

. Peratwan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 1999,

Kreputusan Presiden Republik Indanesia :
a. Nomor 44 Tabun 1974
b. Nomor 85/M Talun 1999,

¢. Nomor 136 Tahun 1999.

Keputusan Menteri Peadidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222¢/(/1980, dengan perubahan dan tambah-
annya;



b. Nomor 222/11/1998;
¢. Nomoar 0109/U/1993;
d. Noear 264/U/1999;

MEMUTUSKAN

Menectapkan . KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAI, PENDIDIKAN
TINGGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA-
SAMA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN
PERGURUAN TINGGILEMBAGA LAIN DI LUAR
NEGERI

Fasal 1
Dalam Keputisan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang dimaksud dengan ;

1. Keqgasama adalah kerjasama perguruan tinggi di Indoncsia dengan perguruan
tinggiiembaga lain di luar megen yang diikat dalam surat perjanjian.

1. Perguraan tinggi di Indonesia adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi,

3. Perguruan Tinggi Asing adalah lembaga-lembaga raenyclenggarakan
pendidilan tinggi di huar sogeri, o

4 Lembap—lembaga riset adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan
nsct yang mengacy kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

s. ngelohm?ugumau??nggiadahhmutubaﬂ;&mdclpugddhmmg
dipctgunakan perguruan tinggi dalam melaksanakan program-programnya.

6. Menien adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. Diselaur Ienderal adalah Direktur Jendersl Pendidikan Tinggi
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Pasal 2

Perguraan tingpi di indonesia dapai mciskulan kerjasama dengan Perguruan
Tinggiflembaga lain di huar negeri, schagai upaya untuk :

l. Meningkatkan tersedisnya sumberdaya vang bermutn dalam rangka
peningiatan wwtn dan wawasan skademik.

2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdayn sccara icbih cfektif dan efimien,
termasuk pemanfaatan penelitian.

Pazal 3

iama dapes diskukan, s pengeclssn pecgauan tnge, Legiaa

Fasal 4
(1) Pengeloisan Perguruan Tinggi dapat berbemiuk kontrak manajemen.

a. Katmk mm;ancn adalah kerjazama dalam bidang pengclolaan
pondidikan tinggl dimana perguman tinggiflembags asing dikontralk
umtuk membaiaty pergurvan tinggt Indonesia dalam bidang sumberdaya
MWMPWW&Mmhmm
erja mambentuk yayasan dalam rangka pendirian perguruan
mhnﬂahmhﬂywdirhnpagtmﬁngg’,mmmmadm
sesual dengan ketcniman dan peraturan perundang-umdangan vang

berlakm di Indoaesia,
b. Peningkatan cfisicnsi penvelenggaraan pendidikan metalui :
(i} Pengembangan Kelembagnan,

(ii) Peningkatan Sistean Informesi Mangjcmen Perguruan Tinggi,

(i) Pengembangan Sistcem Monitoring dan Evaluasi Penyclemggaraan
Pendidikan Tinggi,

(iv) Pencrapan Manajemen Mutu terpadu,

(v} Kegiatan Pengelolaan lainnya
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¢.  Komtrak mamajemen dilakakan sekurang-kurangnya selama § tahus.

{2) Kegiatan Pendidikan :
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menyelenggarakan  kegiatan pendidikan  bersama  schingga
lulusannya selain memenuhi persyarstan perguruan tinggi di
Indonesia juga diakui oleh lembaga perguruan tinggi asing terschut.

(i) Program kembaran ini dapat dilakulan jila perguruan tinggi yang
bekerjasama mempunyai programn studi dan jemjang pendidikan
yang sama serta telab terakreditasi,

(it} Syarat pergeruan tinggi huar negeri yang dapet dijadikan mitea kerja
adalah, perguruan tinggi yang program studinys tolab & eveluasi
oleh Direkiorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah terakreditasi di
negaranya, seta  memenchi  syarat-syarat  perguruan  tinggi
Indonesia,

(iv) Dalam rangks program kcmbaran dimmgkinkan Iuhssoya
perguruan tinggi luar negeri. .

{v) Dalam melaksanakar program, schagian kegiatan akademik dapat
kredit yang dialihkap swksimal 30% dari jumish kredit yang
disyaratian. Untuk memperoleh ijasab luar segeri, beban studi yang
harus ditempuh di luar negeri minimal selama 1 semester,

. Tukar memukar dosen dan mahasiswa dalam menyclcnggarakan kegiatan

akademik; Pemanfaatan tenaga dosen/ahli asing horus memesuhi
kualifikas -

(i) Peadidikan minimal S2.

(i} Menguasai/ahli dalam suatu bidang flmykeahlian.
(iii) Pengalaman kerja rinimai 5 tahun scbagai dosen.
{iv) Mampu berbahasa Ingoris.

{v) Sehat jasrnam an rohani.



¢. pemanfaatan sumberdaya dalam pelalsansan kegiatan akademik;
Wmmmmmmmm
peraturan perundang-undangsm yang berlaku.

d.  Alibk kredit;
Program alih kredit dalam rangka kerjasama antara perguruan tinggi
asing dengan perguruan tinggi di lndomesia, nusing-masing pergurnan
tnggn mengakmi kredit yang diproleh melalui kegiatan sadermik yang
mempersyaratkan program skademikanya barus teish terakreditasi di
Indonesia matupur di negara yang becsangkutan. Jumilsh kredit yang
dialihkar makzimal 30% dari jumiah kredit yang disyaratkan umtuk

(3) Kegiatau penelician;

a. Peoelitian
Kerjasama dalam program peaelitian ini meliputi kegistan-kegistan ;
(j.) Pengelolaan penelitian.
(i) Pelaksanass penelitian.
(iif) Petigembangan penclitian,
av) Pmn hasil penelitian fermasuk diseminasi dan publikasi

peone

‘. lisan} iimiah dari maring-mwsing —
dimuat/diterbitkan di dalam jumal ikmiah terakreditast masing-masing
negars.

(4) Kegistan pengahdian kepads masyarkat;
dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan wilayah
Mm&ndgmmndl,mmbmmﬁpmmm@hm
pengentasan kemiskinan,

(S)Bmk-bcnmkhinyangtﬁanggappedu,maidmgmpmmbmyn
pembangenan.
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Pasat 3

Pembiayaan kerjasama schagaimuna dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa hibah,
pwmmbnwmm&npammwmwm
pemerintah sexumi dengan kesepakatan kecdua belah pihak.

Pasal §

Persyamatan kegjasama meliputa :
{1) Umaxn

oo em

o

Tidak ada Katan politik;

Mitra sejajar;

Tidak semata-imata mencari keuntungan;

Tersedianya tenaga pendamping, tenaga peagelola, dan sarana/fasilitas

pendulung di pergunian tinggi;

Kejelasan kegiaten program;

Progrem-program kevjasama harus selaras dengan arah kebijakan
tinggi secara wmurm, dap sesuai dengan rencana strategis

peiguruan linggi vang bersangkutan,

qumnmmb«dmamkmbnym

Komtribusi program/kegiatan kerjasama;

Kegjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan keber-

sarmaan, Kootribusi dari nwmsing-masing pihek termassk pemznfastan

sumberdaya perin dinlair dan dipantau dalam kurun waktu tertenty seria

proporsional, watuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerjasama

(2) Khusus
Persyaratan khusus meliputi aspek-aspek sebagai berikut;
2. Negera tempat perguruan tinggi asing berdomisilt;
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Untuk dapat mclakukan alib ilom pengetshnan dan teknologi, perguruan
tinggi di Indonesia diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan
perguruan tingg atay lombaga-iembaga lain yang berdomisili di negara-
negara yang mempunyai bubungan diplomatik.

Lembaga-lorabaga & luar negeri;
(i} Perguroan tinggi,
Pergnruan tinggi sehagai mitra kegasama hams memenuhi



(i) Lembaga-lembaga lain yang bemiat dalam program pendidilan
tinggi.

¢. dalam hal kerjasama penelitian vang diperkirskan memiliki ke-
mugkwmlkdapatmenghanﬂunpamdmlnkmpta,mahdi
dalam naskah ketjasama harus secars jelas, tortulis bak dan kewajiban
masing-masing pihak dalam menindaklanjuti temusan tersebut,

Pasal 7
Prasedur untuk melakukan kerjasama :

(1} Untuk program-program koutrak manajemen, program kembaran, dan pene-
lian, dilakukan melalui tahap-tahap schagai berikut
a. Tahap penjajagan :
Perguruan tinggi di Indonesia melalmkan pembicaraan awal dengan
perguniam timggi/lembaga lain d&i Inar negeri mengeni rencana kerjasama
antamkcduabclahpilnkdalam}mhmbtsadnhhlhnolchpmpnm

perguruan tinggi Maupun pLroTAngan.

b. Tabap pengusulan yastu :
Perguruan finggi mengapikan wulan kerjasama kepada Direktorat
Jenderal Pendidilan Tinggi Departeraen Pendidikan Nasional dengan
melampirken :
(1) ngrmmmmk«]asmymglmgkap.
Dirclcoret jenderal Pendidilmn ngg: akan mengevahmsi kelayakan
usulan program kerjasama tersebut.

¢. Tahap persetujuan :
Tahap persehujuns dibedakan atus kerjasama yang memeriukan dana
serta kemudaban dan pemerintah dan kerjasama yang tidak memerlukan
dana dan kemudahan dari pemerintab,
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() Apabila di dalam perjanjian msemeriukas dana pemerintah, dana
mendapatkan persetujuan. Persetujusn Menteri, akan diproses
mendapatian rekomendasi tersebut, selanjutnya Memorandum of
Understanding (MoU) dapat ditandatangani olel kedua belah pihak

quggungjumbpdnksmaukcgia&ndipmmﬁnggiwaﬁbmmymm-
MWMDMIMPMMTMMMW
tinggi swasta melatui Kopertis Wilayah, yang terditi dari -

(1} Lapocan berkala,
Lapotan berkalz dilaksamian pada tengah tahunan dan tahunan
&gibtjmamjanghwahnpelakmmyudiblw:thuhnmaka
pemuggungjawalb pelaksaca hanya berkewajiban menyampailan laporan

Bagi kerjasama yang akan borakhir, penanggingjawab pelaksanaan kegialan
barus membuat laporan akhir pelalsanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan
terechut.

Kedua bentuk laporan tersebot dilakukan baik dalam kegiatsn ketjasama
yang sedang berjalan maupun kegiatan pelaksanaan keriasama berakhir,
Laporan pelaksanpan kerjasama harus dapat menggambarkan kemnajuan/
hambatan pelaksanaan baik secara fisik maupun kenangan yang dibanding-

kan dengan target tehunan/menyeluruh, yang dapat dipertanggungjawabkan
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Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pagal $

mmmudimmwsmmmmmm
memmm@immmjw
pemerintab.

Prast 10

Dengan berlakunyz Keputusan ini semua peraturan bertentangan de
Keputusas ini dinyatakan tidak berlaku. e =

Pasal 11

Hnl-halyangbelumdnm:dalami(cpumsmmlakandmtmdalamkmnuan
tersendin.

Pasal 12
Keputusan ini mulai berlakn pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2000

Direktur Jenderal Pandidikan Tinggi

Ted,

Satryo Socmantri Brodjonegoro
NIP. 1308389802

SALINAN Kepotusan ini disampaikan kepada :
1. Sehetam Negara,
2. Menteri Koordinator Kessjakteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Menten Pendidikan Nasional;
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: MWWWMWWPMM‘NM'
. Sezma Sckretaris Ditjen, Itj dan Balitbang d:hm'ngknnganDepmtemcn’
Poadidikan Nasional; i ;
9. Semua Dircktur dalam lingiungan Ditjen Dike;
}tl] Smulfjoquﬂim!‘man‘l'm;imsw
.Semuu. nrversitas, [nstitut, Sckolsh Tinggi, Polivekmik, Almdemi Negeri
12. Kspaia Biro Kerjasama Luar N DepaxwmmNumcndxdﬂm Nasional; -
13, BAKIN; G F -
14. Direktomt Jenderal Inigrasi Departemen Kehakiman:
13. Departemen Luar Negeri Regubiik Indonesia:
16. Kantor KBRI Negara setempat,

)
E
1
i
|
i

Dizalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tatalakzana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendtdikan Nasional

Ted,

Dru, Sjahrir Herry Djalil
NIP. 130610199
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